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1.946 Kelompok Jaga Warga Diaktifkan

Bn ng Vre ° e ° urg 4 ' Kasus Covid-19 Masih Tinggi

JOGIA, Radar Jogja- Gubernur  giatan Masyarakat (PPKM) level
DIJ Hamengku Buwono X me- 4. Ingub berlaku di seluruh ka-
ngeluarkan Instruksi Gubernur  bupaten dan kota i DIJ, mulai 8
Nomor 9/INSTR/2022 tentang ~ Maret hingga 14 Maret 2022
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HARUS TETAP JAGA PROKES: Wisatawan melintas di kawasan Titik Nol Kilometer Kota Jogja, kemarin (8/3). kembali
kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali, mulai 8 hingga 14 Maret 2022 dan DIJ naik level menjadi PPKM level 4.
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__ Sambungan dari hal 1
Dalam Ingub dipertegas agar
membentuk dan mengoptimal-
kan posko maupun satuan tugas
Covid-19 tingkat kalurahan.
Pengendalian dan penegakan
protokol kesehatan harus di-
mulai pada tingkat mikro di
skala rukun tetangga (RT).
"Warga masyarakat lebih dekat
dengan pengurus yang berada
di lingkungan terbawah yakni
RT, RW dan Jaga Warga. Kearifan
lokal kita di Jaga Warga, yang
terlibat aktif dalam pencegahan

protokol kesehatan,” ujar Koor-
dinator Bidang Penegakan Hukum
Satgas Covid-19 DIJ Noviar Rah-
mad kemarin (8/3).

Noviar menyebut sebanyak
1.946 kelompok Jaga Warga yang
tersebar di DIJ akan dioptimal-
kan dalam penanganan Covid-19.
Mereka akan diberi pembinaan
secara tuntas. Mereka juga akan
bekerjasama dengan Satlinmas.

"Kalau sudah, nanti Jaga War-
gabahu membahu dengan RT,
RW, dukuh. Bagaimana menya-
darkan masyarakat. Yang kita
push sekarang bagaimana Jaga

Warga berperan aktif menge-
dukasi kepada kat ter-

Dengan begitu aparat

mereka lebih dekat

kait Covid-19," jelasnya,
Diharapkan dengan adanya
Jaga Warga yang dinilai lebih
dekat dengan masyarakat, maka
penanganan Covid-19 dapat ter-
kendali. Pasalnya, mereka lebih
tahu persis siapa saja warga yang
sedang sakit dan sedang melaku-
kan isolasi mandiri (isoman).
Terpisah, Wakil Ketua DPRD DIJ
Huda Tri Yudiana mengatakan
pentingnya menggalakkan kem-
bali Jaga Warga untuk fokus di
lingkungan desa dan kampung.

dapat i pengendalian
protokol kesehatan ditempatumum.

"Dengan modifikasi metode
tentunya. Bukan warga menjaga
pintu masuk kampung seperti

dengan masyarakat.
Sementara itu, Sekprov DIJ
Kadarmanta Baskara Aji menga-
takan, kenaikan level PPKM di
DIJ karena tren kasus Covid-19

duluy, tapi dengan salingmenging-  masih tinggi. Ditambah bed oc-
atkan dan saling menjaga dalam  cupancy rate (BOR) atau angka
interaksi internal warga. Aparat  keterisian tempat tidur di rumah
dan petugaskonsen penegakandi  sakit rujukan juga masih tinggi.
tempat-tempatumum,’tegasnya.  "PPKM level4inijadi peringatan

Huda juga kan agar kita perhatikan. Memang
berbagai pertemuan, perkum-  kondisinya begitu menurut ke-
pulan, acara warga juga harus  menkes terkait BOR dan kasus

diperketat pengawalannya. Ja-
ga Warga harus berperan aktif
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terkonfirmasi positif,’ ujarnya.
Aji menyebut PPKM level 4

baru sekali diberlakukan di DIJ

sejak pandemi Covid-19. Dia

Oleh sebab itu, yang bisa dilaku-
kan Pemprov DIJ dengan me-
nerapkan Perda Penanggulang-
an Covid-19 untuk mendisiplin-

ku pemprov
mengatur mobilitas masyarakat.
Terlebih pemerintah pusat me-
netapkan aturan perjalanan
transportasi umum seperti pe-
sawat, kereta api (KA), kapal
api dan bus tidak wajib membawa
hasil negatif Covid-19 tes anti-
gen maupun PCR bila sudah
dua kali divaksinasi.

kan protokol keseh Sebab
ada sanksi yang diterapkan
bagi pelanggar.

"Perda hari ini sudah saya
undangkan. Begitu diundangkan,
nanti biro hukum memberikan
nomor untuk diterapkan. Ada
sanksi bila nantinya muncul
pelanggaran prokes,” jelasnya.
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